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MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Kemiskinan sangat lekat pada kelompok marjinal atau dalam
bahasa agama disebut dengan mustadh’afhin. Dalam konteks relasi rakyat dengan negara, maka
kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan negara untuk memeberikan kesejahteraan kepada semua
rakyatnya, tanpa kecuali.

M. Nurul Yamin, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat(MPM)yang hadirsebagai pembicara dalam
Diskusi Media Catatan Akhir Tahun PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta menyampaikan bahwa negeri
ini sugguh sangat ironis.

“Melimpahnya potensi sumber daya dan pesisir yang kita miliki ternyata belum mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat nelayan, bahkan kantong-kantong kemiskinan masyarakat Indonesia saat ini
berada di wilayah pesisir dan pemukiman nelayan,” ungkap Yamin.

Dalam bantuan hukum, lanjut Yamin, warga miskin dan penyandang disabilitas belum benar-benar
mendapatkan perlindungan seperti yang dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 10 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa orang miskin, perempuan, anak-anak dan penyandang
disabilitas berhak mendapat pos bantuan hukum.

Hal ini, lanjut Yamin, disebabkan oleh dua faktor. “Pertama, soal terbatasnya kultur dan pemahaman
tentang hukum. Kaummiskin pada umumnya berpendidikan rendah dan berada di pedesaan dan sangat
terbatas dalam hal kesadaran pemenuhan hukum, sehingga ketika berhadapan dengan hukum sikap
mereka cenderung pasif dan nrimo,” lanjutnya.

Sementara faktor lainnya adalah terbatas dan tidak meratanya Organisasi Bantuan Hukum  (OBH)
maupun paralegalnya sebagai infrastruktur program ini.

“Merujuk pada data Kompas per November 2016, dari segi jumlah apabila dibandingkan dengan jumlah
penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28 juta dengan 405 OBH yang ada, rata-rata satu OBH memiliki
cakupan layanan 69.000 penduduk miskin,” ujar Yamin.

Selain itu negeri ini juga masih disibukan dengan banyak pekerjaan rumah lainnya. HAM dan
penyandang disabilitas yang masih mengalami kendala dalam realisasi sosial, korupsi dan kemiskinan
yang berkaitan erat pada tindak penyelewengan serta pertumbuhan ekonomi dan kesejangan sosial yang
masih sangat mencolok.

Meski begitu pihaknya bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah menyerukan dan
menggelorakan optimisme kebangsaaan dalam menatap tahun 2017. Dibutuhkan pengambil kebijakan
yang berintegritas jelas terhadap NKRI, tentang disabilitas pemerintah agar segera menindaklanjuti
Undang-Undang No. 8 tahun 2016.

“Mengintensifkan sosialisasi program bantuan hukum secara masif kepada masyarakat miskin termasuk
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penyandang disabilitas, penanganan luar biasa terhadap penindakan korupsi dan mengimbangi
pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan pengurangan kemiskinan,” tutup Yamin. (raipan)

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 2 / 2

http://www.tcpdf.org

